SISTEM
PENDIDIKAN
NASIONAL



Pengertian Sistem

adalah suatu kesatuan yang terdiri
atas komponen-komponen atfau elemen-
elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-
sumber yang mempunyai hubungan
fungsional yang teratur, fidak sekedar acak,
yang saling membantu untuk mencapai

suatu hasil (produk).



Pendidikan sebbagai Suatu Sistem

yang mempunyai unsur-
unsur: tujuan/sasaran pendidikan,
peserta didik, pengelola
pendidikan, struktur/ jenjang,

kurikulum, dan peralatan/fasilitas.



Suatu pendidikan terdiri dari komponen-komponen
yang menjadi infi dari proses pendidikan.
Menurut P.H. Comls (1982)

yaitu sebagai berikut:

Tujuan dan Prioritas

Peserta Didik

Managjemen atau Pengelolaan
Struktur dan Jadwal Waktu

Isi dan Bahan Pengajaran

Guru dan Pelaksana

Alat Bantu Belajar

Fasiliatas

Teknologi

10 Pengawasan Mutu

11. Penelifian

12. Biaya
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Pengertian Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun
1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui bimbingan,
pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di
masa yang akan datang”.



Pengertian Pendidikan Nasional
sebagai Suatu Sistem

Zahara Idris(1987):

“Pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia
yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan
fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses trnsformasi
atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan fujuan
nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun1945".



Dasar, Tujuan, dan Fungsi
Pendidikan Nasional

Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada
tnggal 18 Agustus 1945 adalah dasar negarag,
kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa
Indonesia. Sebagai dasar negara, pandangan hidup
bangsa, Pancasila merupakan pedoman yang

menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa.



Landasan Pendidikan di
Indonesia

Pendidikan di Indonesia mempunyai
tiga landasan:

» Landasan ideal ialah Pancasila

» Landasan konstitusional ialah UUD
1945

» Landasan operasional ialah
Ketetapan MPR tentang GBHN.



Unsur-Unsur Pokok dan Asas-
Asas Pelaksanaan Pendidikan
Nosional

Unsur-unsur pokok Pendidikan Nasional Pancasila
terdiri dari Pendidikan Moral Pancasila berlandaskan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
pendidikan agama, pendidikan watrak dan
kepribadian, pendidikan bahsa, pendidikan jasmani,
pendidikan kesenian, pendidikan iimu pengetahuan,
pengethuan keterampilan, pendidikan
kewarganegaraan dan pendidikan kesadaran
bersejarah.



Fungsi Pendidikan Nasional

Fungsi pendidikan nasional sebagai berikut:

» Alat membangun pribadi, pengembangan
warga negara, pengembangan kebudayaan,

dan pembangunan bangsa Indonesia.

» Mengembangkan kemampuan serta
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat
bangsa Indonesia dalam rangka upaya

mewujudkan tujuan nasional.



Kelembagaan, Program, dan Bagaimana
Pengelolaan Pendidikan Nasional

Menurut UU RI No. 2 Tahun 1989, kelembagaan,
program, pengelolaan pendidikan di Indonesia

sebagai berikut:

Ditinjau dari segi kelembagaan maka
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui
dua jalaur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur

pendidikan luar sekolah.



Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah
terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan
profesional.

a. Pendidikan umum

b. Pendidikan kejuruan

C Pendidikan luar biasa

d. Pendidikan kedinasan

e. Pendidikan keagamaan

f Pendidikan akademik

g. Pendidikan profesional



Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan
sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan tinggi. Selain jenjang
pendidikan di atas diselenggarakan pendidikan
prasekolah sebagai persiapan untuk memasuki
sekolah dasar.

a. Pendidikan Prasekolah

b. Pendidikan Dasar

c. Pendidikan Menengah

d. Pendidikan Tinggi



Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap
perkembangan peserta didik dan kesesuainnya
denagn lingkungan, kebutuhan pembangunan
nasional, perkembangan ilimu pengetahuan dan
teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan

jenjang masing-masing satuan pendidikan.



Penanggung jawab pendidikan nasional adalah
presiden.

Dalam mengelola pendidikan nasional presiden
dibantu oleh dewan perwakilan nasional, yang
anggotanya, antara lain, terdiri dari wakil-wakil

pengelola dan unsur-unsur masyarakat.



Kelemahan pada Sistem
Pendidikan Nasional

dilihat dari segi dasarnya, pendidikan

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1943.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
dan Undang-undang dasar tersebut sekarang

ini tidak lagi efektif.



dilihat dari segi fungsinya, pendidikan di

Indonesia dihnarapkan dapat mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu
kehidupan martabat manusia Indonesia dalam
rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
Keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan
dan martabat manusia di Indonesia didunia

internasional terpuruk.



dilihat dari seqi tujuannya, pendidikan

nasional bertfujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya.

Namun dalam kenyataan masih terdapat
kesenjangan antara tujuan pendidikan yang

diharapkan dengan realitas lulusan pendidikan.



dilihat dari kesempatan yang diberikan,

dalam Sistem Pendidikan Nasional disebutkan
bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan.

Namun dalam kenyataan masih banyak warga
negara Indonesia yang belum mengenyam
pendidikan sebagai akibaft dari ketidakmampuan

dalam bidang ekonomi.



dilihat dari segi penyelenggaraannyaq,

pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur
pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan

belajar secara berjenjang dan berkesinambungan.
Sedang pendidikan di luar sekolah tidak secara

berjenjang dan berkesinambungan.



dilihat dari segi tenaga pendidikan, Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga
kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan
pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti dan
pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan,
laboran dan teknisi belajar.

Secara kuantitatif dan kualitatif fenaga-tenaga
kependidikan tersebuft di atas, tampak belum memadai

untuk keperluan berbagai lembaga pendidikan yang ada.



dilihat dari seagi kurikulum, Sistem Pendidikan

Nasional mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk
mewujudkan fujuan pendidikan nasional dengan
memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan
kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan
pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan
jenjang masing —-masing satuan pendidikan.

Namun masalah dikhotomi antfara ilmu agama dengan ilmu
umum masih mewarnai kurikulum pendidikan pada

umumnya.



